


 ii 

KREATIVITAS  PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN 

PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA UMBULHARJO KECAMATAN 

CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN 

 

 

 

 

 

 

Disusun Sebagai Tugas Akhir 

Untuk memenuhi Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) 

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” 

Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

Yotam Majemus 

NIM: 07521857 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD’’ 

YOGYAKARTA 

2016 





 iv 

MOTTO 

 

 

 

Dia tidak akan membiarkan anda terjatuh 

Dia yang mengawasi anda tidak akan terlelap 

(Mazmur, 121 : 3) 

 

 

Jangan pernah lupa bilang terimakasih,  

Jangan pernah gengsi bilang maaf,  

Jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong  

 

 

 

 

Keberhasilan diawali dari Perjuangan 
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SINOPSIS 

Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang dapat menyentuh 

langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih berperan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar dapat memberikan kontribusi bagi 

terlaksananya pembangunan secara nasional. Oleh karenanya optimalisasi 

pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Berangkat dari fenomena 

sebagaimana tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

Kreativitas Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa 

Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.  

Jenis penelitian bersifat deskriktif kualitatif yaitu: memberikan gambaran 

tentang masalah yang diteliti, menyangkut kebijakan pemerintah dalam 

meningkatkan Pendapatan asli desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa 

studi kasus mudah diklarifikasi dan jumlahnya sedikit. Dalam analisa kualitatif 

maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis menggunakan angka-

angka melainkan yang diperoleh akan diintrepetasikan sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Kreativitas pemerintah desa 

dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi desa maka perlu untuk 

meningkatkan dan menggembangakan segala potensi–potensi sumber daya 

ekonomi yang ada di Desa Umbulharjo. Kreativitas pemerintah desa dalam 

perencanaan PADes dilakukan dengan mencermati sumber-sumber PADes, dan 

selanjutnya berbagai sumber tersebut, dikoordinasikan dengan semua komponen 

yang ada di desa. Koordinasi aparatur desa dalam meningkatkan pendapatan asli 

desa baik namun koordinasinya terjadi  selalu berharap pada pencairan dana dari 

atasan dan kurang memaksimalkan potensi-potensi desa yang sekiranya dapat 

menambah pendapatan asli desa Umbulharjo. Kreativitas dalam rangka 

peningkatan PADes, dilakukan dengan melakukan pembagian kerja yang jelas, 

antar perangkat desa, sehingga hasil PADes dapat maksimal. Dalam melakukan 

pengawasan guna meningkatkan pendapatan asli desa, peran BPD sudah baik 

namun belum maksimal dalam memaknai tugas dan funggsi mereka masing-

masing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Phillip Ruop dalam Waluya (2007: 101) menyatakan bahwa secara 

sosiologis, desa merupakan: a) Daerah yang sama dilihat dari segi geografis 

dan administratif; b) Nilai sosial yang sama, artinya seluruh anggota 

masyarakat desa menganut nilai-nilai sosial yang sama; c) Kegiatan 11 yang 

sama terutama dalam sistem mata pencaharian. Masyarakat desa sangat 

bergantung pada pertanian, yang tentu saja tidak lepas dari pengaruh 

lingkungan alam; d) Corak kehidupan di desa didasarkan pada kekeluargaan 

yang erat. Sesuai dengan pendapat tersbut, pengertian desa dapat di lihat 

dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1, desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. (UU 6/2014: pdf).  

Kemudian terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, dijelaskan 

pula dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 2 dan 3. 

Ayat 2 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan NKRI. Kemudian Ayat 3 menjelaskan bahwa pemerintah desa 
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adalah kepala desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka kedudukan desa telah ditetapkan dan memiliki landasan 

hukum. 

Mengikuti model distribusi kewenangan berdasarkan kedudukan desa, 

maka hubungan keuangan desa dengan pemerintah dapat dibedakan menjadi 

tiga jenis, yaitu: 

1. Desa kesatuan masyarakat, memperoleh bantuan pemerintah terutama 

untuk mendukung pengembangan masyarakat; 

2. Desa sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom, memperoleh dana 

alokasi desa secara nasional seperti halnya DAU yang diterima oleh 

propinsi dan kabupaten/kota yaitu Alokasi Dana Desa (ADD); 

3. Desa administratif, memperoleh bantuan operasional, bantuan 

pembangunan dan bantuan dalam tugas pembantuan (www.kpu.go.id 

Pemerintahan%20Daerah.pdfDiunduh 12/1/2016). 

Berdasarkan tiga jenis kedudukan desa, berdasarkan hubungan 

keuangan antara pemerintah desa di atas, maka PADes masuk dalam jenis 

pertama.Dikatakan demikian karena ditinjau dari segi pemerolehannya, 

PADes merupakan pendapatan desa yang berasal dari potensi aam dan potensi 

masyarakat desa sendiri, yang peruntukannya lebih pada untuk memenuhi 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. 

Pendapatan Asli Desa (PADes) mencakup berbagai sektor, yaitu: hasil 

usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong 
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royong, serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah.Jika PADesdapat 

ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan 

pembangunan, sehingga kemandirian desa dapat terwujud dalam memenuhi 

kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Hal ini akan menjadikan 

desa untuk tidak hanya menunggu pembangunan dari pemerintah daerah atau 

pemerintah pusat. 

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014, 

pasal 72ayat 1 pendapatan desa sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (2) 

bersumber dari: a) Pendapatan Asli Desa yang mencakup hasil asset desa, 

swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. b) 

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c) Bagian dari hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah Kabuaten/Kota. d) Alokasi dana desa yang 

merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. e) 

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. f) Hibah dan 

sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. g) Lain-lain pendapatan 

desa yang sah. (UU/6/2014: pdf). 

Berkaitan dengan lain-lain pendapatan asli desa.makadalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat 

mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi desa.BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian 

desa. BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan 
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terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen 

pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteran ekonomi masyarakat desa melalui 

pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi 

peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu 

melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara 

optimal.Oleh karena itu optimalisasi pendapatan asli desa melalui pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi hal yang sangat penting dalam 

mendukung penguatan PADes. 

Selain dari BUMDes, PADes juga didukung oleh usaha swadaya 

masyarakat seperti UKM, kelompok pertanian yang dibangun atas inisiatif 

warga, retribusi desa, dana swadaya untuk pengembangan dan pembangunan 

sarana dan prasarana desa, dan lain sebagainya. Demikianlah, ada banyak titik 

yang sangat berkontribusi bagi PADes.Berbagai upaya dalam meningkatkan 

PADes tentu juga melibatkan masyarakat, inisiatif masyarakat, dan tidak harus 

mengandalkan pemerintah, apalagi terkait pembangunan ekonomi desa. 

Pembangunan ekonomi pedesaan merupakan bagian integral dari 

pembangunan ekonomi nasional.Keberhasilannya tentu juga disokong oleh 

kemampuan pemerintah desa dalam mengatur keuangannya.Mayoritas desa 

memang mengandalkan bidang pertanian dan peternakan dalam menopang 

perekonomiannya.Oleh karena itu tidak mengherankan, kegiatan usahatani 

seringdijadikan indikator pembangunan ekonomi pedesaan. 
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Dalam penelitian ini, Desa Umbulharjo di Kecamatan Cangkringan 

Kabupaten Sleman yang berada di kawasan Lereng Merapi menjadi lokasi 

penelitian. Pemilihan lokasi ini, didasarkan pada karakteristik perekonomian 

desa yang beragam, yang ditinjau dari berbagai sektor, yaitu: pertanian, 

peternakan dan perikanan, kerajinan tangan, dan pariwisata. Demikianlah 

Desa Umbulharjo dapat dikatakan memiliki banyak sektor dalam 

kontribusinya terhadap PADes.Desa Umbulharjo telah dicanangkan sebagai 

desa wisata sejak tahun 2008.Menurut Sumardi selaku kepala desa wisata 

Umbulharjo, menyatakan bahwa keunggulan desa wisata Umbulharjo karena 

memiliki 3 aspek yang sangat diandalkan. Antara lain keunikan alam, sistem 

kerja dan pemberdayaan masyarakatnya 

(https://gudeg.net/direktori/1897/desa-wisata-Umbulharjo-yogyakarta.html). 

Desa wisata Umbulharjo yang dirilis pada awal tahun 2008 telah 

sesuai dengan kesepakatan warga masyarakat, dalam rangka menanggapi 

program pemerintah tahun 2006, yakni program Pariwisata Inti Rakyat. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi-potensi perekonomian 

yang ada di desa, sesuai dengan karakteristik dan keunikan desa, sehingga 

dapat memberikan kontribusi kepada masyarakatnya.Oleh karena itu 

penelitian ini hendak mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam 

menggerakkan perekonomian masyarakat di Desa Umbulharjo. 

Berdasarkan deskripsi di atas, maka kreativitas pemerintah desa 

sangat penting dalam pengelolaan PADes.Pemerintah desa harus mampu 

mengalokasikan pendapatannya secara tepat guna.Di samping untuk 
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pembangunan masyarakat desa, juga harus mampu mendongkrak sektor-sektor 

yang potensial, sesuai dengan karakter wilayah.Terkait hal ini, program desa 

wisata merupakan salah satu sektor yang dapat mengembangka perekonomian 

desa, dan penerapannya juga harus sesuai dengan karakteristik wilayah desa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang di atas, maka penelitian ini 

akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 

“Bagaimana kreativitas  pemerintahdesa dalam pengelolaan PADes di Desa 

Umbulharjo?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah mendeskripsikan kreativitas pemerintah desa dalam meningkatkan 

PADes di Desa Wisata Umbulharjo. 

 

D. Kerangka Teori 

1. Kreativitas 

Kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya: 

1) Baru (novelty); inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik, aneh, 

mengejutkan. 2) Berguna (useful); lebih enak, lebih praktis, mempermudah, 

memperlancar, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan 

masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil 
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